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BAB V  

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil dan pembasahan yang telah dijabarkan sebelumnya, maka 

terdapat kesimpulan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Double Track System Dalam Pengancaman Sanksi Terhadap Penyalahgunaan 

Narkotika Golongan I Bukan Tanaman tetap perlu dilakukan secara kualifikasi 

sesorang terbukti atau dapat dibuktikan sebagai korban penyalahgunaan 

narkotika yang mengakibatkan kecanduan atau ketergantungan. Hal ini sesuai 

dengan bunyi dalam ketentuan Pasal 127 ayat (3) Undang-Undang Nomor 35 

Tahun 2009 Tentang Narkotika yang mana seorang penyalahguna wajin untuk 

menjalani rehabilitasi jika dapat dibuktikan atau terbukti sebagai korban 

penyalahguna narkotika golongan I bukan tanaman. 

2. Kebijakan sistem sanksi dalam ius constituendum dalam penanggulangan 

penyalahgunaan narkotika, dapat berupa pembaharuan jenis sanksi dengan 

melihat beberapa kalsifikasi terhadap penyalahgunaan narkotika. Dibalik 

pengaturan mengenai sanksi tindakan dalam penanggulangan narkotika yang 

diantaranya rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial, dalam ketentuan yang sama 

jenis sanksi kerja sosial dalam ketentuan hukum pidana dapat menjadi alternatif 

bagi penyalahguna narkotika serta jenis ketentuan sanksi lain yang memiliki 

 

 



82 

 

 

 

kesetaraan alternatif yang sama dalam penerapan jenis sanksi bagi 

penyalahgunaan narkotika.   

B. Saran 

Berdasarkan kesimpulan diatas, adapun saran dalam penelitian ini yakni sebagai 

berikut: 

1. Untuk mendukung penerapan double track system dalam pengancaman sanksi 

terhadap penyalahgunaan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman di Indonesia, 

beberapa upaya yang dapat dilakukan adalah dengan memperkuat kerangka 

hukum yang mengakomodasi baik unsur pencelaan maupun unsur pembinaan 

dan juga dilihat dari sisi seseorang penyalahguna yang memiliki motivasi untuk 

memperbaiki diri dan sembuh dari ketergantungan narkotika.  

2. Peneliti menyarankan perlunya implementasi kebijakan ini harus memiliki suatu 

pedoman yang baku untuk mendukung dan memotivasi agar terlaksananya 

sistem sanksi double track berdasarkan kebijakan yang terbarukan berlandaskan 

dengan perkembangan hokum yang terjadi di Negara Kesatuan Republik 

Indonesia. 
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